BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR & TAHUN 2012
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO

|
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN?G MAHA ESA

BUPATI BUNGO,
Menimbang

2010 tentang Pembentukan d
Pelaksana Penyuluhan Pertanian
dalam rangka menunjang pela
Penyuluhan Pertanian, Perikana
Unit Pelaksana Teknis Badan (UP

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal
Tahun 2010 tentang Pembentuk
Pertanian, Perikanan dan Keh
jumiah, dan jenis Unit Pelaksana
dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbang

LNL

h“"‘l

. a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

n Susunan Organisasi Badan
Perikanan dan Kehutanan, maka
sanaan tugas Badan Pelaksana

dan Kehutanan perlu ditetapkan
B);

0 Peraturan Daerah Nomor 13
n Badan Pelaksana Penyuluhan
tanan, mengenai nomenklatur,
eknis Badan (UPTB) ditetapkan

QR o

sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Unit Pelaksana Tekni

Badan (UPTB) pada Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertani n, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tah

|

un 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran ngara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana | telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tent ng Pembentukan Daerah Tingkat
Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia| Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah de gan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok epegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3 90);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahu 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, ‘

Tambahan ..... 2




B, ‘

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas ndang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan K bupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi' dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Reprblik Indonesia Non?or 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penﬁerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia| Nomor 4437)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Rephblik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4660);

\

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor

Republik Indonesia Nomor 5234):;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahlun 2011 Tentang Pembentukan
42, Tambahan Lembaran Negara

[
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pe gangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 !Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndoneTia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

11.Peraturan Menteri Dalam NegeriqLNomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan rganisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan| Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
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|

13.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010
Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

(UPTB) PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN| PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO. ;

BAB |
KETENTUAN UMUIYI

Pasal 1

\

|

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: |

. Daerah adalah Kabupaten Bungo. ‘
. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangk?t daerah lainnya sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. |

. Bupati adalah Bupati Bungo. |

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan PerTanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Bungo. ‘

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana PerTyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Bungo. |

. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada Badan Pelaksana Pe ‘yuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Bungo.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Badan secara profesional sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan teknis Badan. ‘

N —
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BAB I |
PENAMAAN |
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo
sebagai berikut:

1. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan d%n Kehutanan Kecamatan Pasar
Muara Bungo;

2. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan da*n Kehutanan Kecamatan Rimbo
3. E?Dr"l?;héalai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dgn Kehutanan Kecamatan Bungo
B:{‘r"B Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin ;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin |I
3Iileﬂ(oéalai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelepat
Ill.:lr=;'TB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan ehutanan Kecamatan Pelepat;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Muko-
Muko Bathin VII;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rantau
Pandan;

10. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin Iil
Ulu;

A

o
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11.
A12.
13.
14.
15.

16.
17.

(1)

(2)

:

|

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah
Sepenggal; |

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah

Sepenggal Lintas; ‘

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah
Tumbuh; i

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dah Kehutanan Kecamatan Bathin I
Pelayang; | |

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dJan Kehutanan Kecamatan Limbur
Lubuk Mengkuang; |

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecama;tan Jujuhan;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jujuhan
Hir; ‘

BAB Il
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana tugas
teknis dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Bungo.

UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada| di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV
WILAYAH KERJA

Pasal 4

[

\
UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing}masing mempunyai wilayah kerja
sebagai berikut: ‘

1
2.
3.

10.

11,

12.

13.

14.

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan :lr%n Kehutanan Kecamatan Pasar
Muara Bungo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pasar Muara Bungo;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan déﬁ Kehutanan Kecamatan Rimbo
Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rimbo Tengah;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bungo
Dani dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bungo Dani;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin I
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin I11;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin I
Babeko dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Eathin Il Babeko;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Pelepat llir
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pelepat llir;
UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan da}\ Kehutanan Kecamatan Pelepat
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pelepat;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Muko-
Muko Bathin VIl dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII:
UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Rantau
Pandan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rantau Pandan:

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin liI
Ulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin 11l Ulu:

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah
Sepenggal dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanah Sepenggal;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah
Sepenggal Lintas dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanah Sepenggal
Lintas;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tanah
Tumbuh dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanah Tumbuh;

UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Bathin II
Pelayang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bathin Il Pelayang;
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15.

16.

17.

(1

(2)

(1)

(2)

(1)

@)
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UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Limbur
Lubuk Mengkuang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Limbur Lubuk
Mengkuang; *
UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Jujuhan
dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jujuhan; \
UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecag‘natan Jujuhan
llir dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jujuhan llir; *

BAB V |
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
terdiri dari: |

a. Kepala UPTB:
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi UPTB Balai Penyuluhan Pe nian, Perikanan dan Kehutanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai agian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB Vi ‘
TUGAS POKOK DAN FUTIGSI
Pasal 6

tugas pokok melaksanakan urusan teknis, pelayanan umum dan penyuluhan bidang

Kepala UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Peril%anan dan Kehutanan mempunyai
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

\
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB
mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan programa penyul Jhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten;
b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan prograrﬂa penyuluhan;
c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, dan
informasi pasar; »

d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan da‘{n kemitraan pelaku utama dan
pelaku usaha; |

e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluhi PNS, penyuluh swadaya, dan
penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan
model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha:

. melaksanakan pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Sub Bagian Tata Usah?
|

0o «Q

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok wielaksanakan sebagian fungsi Unit
Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana dan program serta evaluasi dan laporan kegiatan UPTB:
b. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan UPTB;

c. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan | tatalaksana dilingkungan UPTB
dan pengembangannya:

d. menyusun ..... 6
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d. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)di lingkungan UPTB:
e. melaksanakan kegiatan operasional rutin UPTB:

menyusun dan mengusulkan formasi pegawai di lingkungan UPWB berdasarkan
data dan informasi sebagai bahan masukan kepada atasan; ‘

. melaksanakan konsep pelaksanaan kegiatan dan pembangunan;
. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasa

=h

= @

IS

Pasal 8

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas UPTB, dapat dibentuk Pos Penyuluhan
Perdesaan/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

(2) Pos penyuluhan merupakan tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku
usaha; |

(3) Pos penyuluhan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. menyusun program penyuluhan dusun/kelurah::u

b. melaksanakan penyuluhan di dusun/kelurahan;

C. menginventarisasi permasalahan dan upaya peﬁnecahannya;

d

. melaksanakan proses pembelajaran melalui ercontohan dan pengembangan
model usaha tani bagi pelaku utama dan pelak usaha;

€. menumbuhkembangkan kepemimpinan, ke rausahaan, serta | kelembagaan
pelaku utama dan pelaku usaha;

f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis temu lapangan, dan metode
penyuluhan lain bgi pelaku utama dan pelaku usaha:

g. memotivasi layanan imformasi, konsultasi, penfidikan dan pelatihan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha:

h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan/kelur‘ han

BAB Vi |
PENGANGKATAN DAN PEMBI%RHENTIAN
Pasal 9 i

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTB ditetapkan oleh Bupati atas usul
Kepala Badan. |

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTB
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPTB melglui Kepala Badan.
BAB Viii i
ESELONERING
Pasal 10
(1) Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV A.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon
IV B.

BAB IX |
KETENTUAN PENUTL{P
Pasal 11 |
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seéa!a ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tid?k berlaku lagi.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda

r:f;kan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bung
pada

|

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, £ Mawet 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SAD

BERITA DA

tanggal, £ Pplanet 2

[Vaoue g | BUPAT BUNGO,

an Bupati ini

(0]
s (P
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H. SUDIRMAN ZAINI /




STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR . 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 - 3- 2012

TENTANG  : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN

— — — DANKEHUTANAN KABUPATEN BUNGO

KEPALA UPTB
L KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SINE
KASUBBAG TATA USAHA
POS PENYULUH b -

(VABpue0 | =
| WABE L BUPATI BUNGO,
f:;  SPUE| | FEITDIES

H. SUDIRMAN ZAINI




